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ABSTRAK

PERAN PENYIDIK INDAGSI DALAM MENANGANI KASUS
KERACUNAN JAJANAN SEKOLAH YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR SANITASI PANGAN
(Studi Kasus POLDA Lampung)

Oleh
SYARI BUNGA ALLIFIA

Kasus keracunan makanan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia
khususnya wilayah Provinsi Lampung yang dialami oleh siswa-siswi terutama di
Sekolah Dasar akibat jajanan yang dijual para pedagang di lingkungan sekolah
tidak higienis dan meragukan standar sanitasi pangan dalam jajanan sekolah.
Dalam menangani kasus tersebut penyidik indagsi banyak sekali mengalami
berbagai kendala. Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan
permasalahan hukum bagaimana peran penyidik dalam menangani kasus
keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan, dan
faktor penghambat bagi penyidik dalam  menangani kasus keracunan jajanan
sekolah sehingga tidak sampai ketahap peradilan.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan bahan
kepustakaan dan wawancara dengan narasumber penyidik indagsi polda lampung,
Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya bidang Informasi dan
Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi
Lampung dan akademisi/dosen fakultas hukum unila. Sumber data yang
digunakan adalah primer dan data sekunder

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran penyidik indagsi dalam
menangani kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi
pangan adalah dengan melakukan koordinasi kepada Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan (BBPOM) baik untuk melaporkan adanya zat berbahaya dalam
suatu jajanan atau dalam mengedukasi mayarakat. Faktor penghambat bagi
penyidik dalam menangani kasus tersebut adalah sarana dan fasilitas, masyarakat
dan kebudayaan.



Syari Bunga Allifia
Saran dalam penelitian ini, selain sarana dan fasilitas yang harus memadai untuk
mempercepat penyidikan, memberikan edukasi, rasa percaya kepada masyarakat
menjadi hal penting dalam keberhasilan menangani kasus tersebut. Merubah
kebiasaan buruk yang sudah membudaya seperti jajan sembarangan juga akan
menekan kasus keracunan jajanan.

Kata kunci : Peran Penyidik, Kasus Keracunan, Standar Saniasi Pangan



ABSTRACT

THE ROLE OF INDAGTION INVESTIGATOR IN HANDLING
SCHOLL SNACK POISONING WHICH DO NOT NEET
STANDARDS OF FOOD SANITATION
(Case study at POLDA Lampung)

By

SYARI BUNGA ALLIFIA

Cases of snacks poisoning often happen in several areas of Indonesia especially in
Lampung Province which is experienced by the students mainly in elementary
schools, as results of snacks sold by merchants in poorly hygienic schools and
questioning the standards of food sanitation in schools. And the investigation into
the case has led to many obstacles. Based on the background above, it has been
established that the legal question of how investigators can play a role in dealing
with cases of school snacks poisoning which do not meet standards of food
sanitation, and the hurdles for the investigators in dealing with cases of school
snacks poisoning, so those could not go to the court law.

To address those two problems, the author conducted a study with normatif
yuridis approach and empirical yuridis approach using literature and interviews
with the source from indagtion investigator of Polda Lampung, a pharmacist and
food (PFM) expert in information and communication of BPOM Lampung
Province and lecturer of Law Faculty of UNILA. The data used is primary and
secondary data. And done studies with field studies, analysis of the money data
used is qualitative.

Based on the results of the research conducted, the role of investigators in
handling cases of school snacks poisoning which do not meet food sanitation
standards is by coordinating with BBPOM either to report the presence of
hazardous substances in a snack or in educating the public. Inhibiting factors for
investigators in handling the case is the means and facilities, society and culture.
The author suggests that in addition to adequate facilities and equipment to speed
up investigations, providing education, trust in the community is important in
successfully handling the case.

Keywords: The Role of Investigators, Poisoning Cases, Standards of Food
Saniation
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“Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah untuk dipecahkan.”
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“Hanya ada dua pilihan memenangkan kehidupan yaitu keberanian atau
keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah
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ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak pernah gagal”
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman.

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk menjaga pangan
tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat maka diselenggarakan
keamanan pangan. Perilaku pola hidup sehat harus ditanamkan sedini
mungkin mulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, serta pendidikan di rumah.

Pada umumnya kebiasaan yang sering menjadi masalah adalah kebiasaan



makan dikantin atau warung sekitar sekolah dan kebiasaan mengkonsumsi
makanan cepat saji atau fast food. Oleh sebab itu perilaku hidup sehat
merupakan kebiasaan yang butuh ketelatenan dalam penanaman hidup
sehat pada setiap anak.! Penanaman hidup sehat harus diawali dari
orangtua, anak dan guru disekolah. Contoh masih banyak produsen
makanan yang senang menggunakan zat pewarna tekstil untuk berbagai
produk makanan dan minuman karena pertimbangan ekonomis sehingga
tidak mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumen hanya agar

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Berkembangnya industri tekstil di Indonesia menyebabkan zat pewarna
tekstil menjadi murah dan disalahgunakan pemamanfaatannya oleh
kalangan produsen makanan. Di lain pihak, konsumen memiliki
kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi
tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai
keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari risiko
dari produk-produk makanan tersebut karena penampilan yang menarik
dengan harga yang lebih murah, padahal pewarna tersebut merupakan

bahan yang berbahaya dan menjadi sumber dan penyebab keracunan.

Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat
dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem

pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

! Darwan Prinst,Hukum Anak Indonesia.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997), him.2.



Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat
menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,

sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan.

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Penyelenggaraan pangan merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi
pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Telah diatur Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar



manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan
berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan

pangan.

Tujuan penyelenggaraan pangan menurut Undang-Undang 18 Tahun 2012

tentang pangan adalah:

a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;

b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan
keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;

c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok
dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;

d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat,
terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;

e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar
dalam negeri dan luar negeri;

f.  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan
yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;

g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan,
dan pelaku usaha pangan; dan

h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan
nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disahkan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 November 2012.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan diundangkan
Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 November 2012 di Jakarta.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ditempatkan pada
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Penjelasan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ditempatkan

pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.



Penyelenggaraan keamanan pangan untuk kegiatan atau proses produksi
pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui sanitasi pangan,
pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan
produk rekayasa genetik dan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan
pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta
jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha pangan
dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan
mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko
merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan
bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila
pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan

kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut.

Banyak sekali kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai wilayah
di Indonesia yang dialami oleh siswa-siswi terutama di sekolah dasar
akibat jajanan yang dijual para pedagang di lingkungan sekolah tidak
higienis dan meragukan standar sanitasi pangan dalam jajanan sekolah.
Bagi anak-anak makanan yang memiliki warna yang menarik menjadi
daya tarik tersendiri tanpa mereka mengetahui bahan apa saja yang
terkandung dalam makanan tersebut. Para pedagang jajanan di lingkungan
sekolah pun tidak terlalu mementingkan keamanan dan kebersihan serta
mutu pangan. Hal ini pun tentu tidak sesuai dengan Pasal 86 Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatakan bahwa
setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib

memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya masyarakat
Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan

yang secara nyata dalam aspek kehidupan.?

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1
angka 4 KUHAP). Di dalam Pasal 4 KUHAP ditekankan kembali bahwa

Penyeledik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Peran
penyidik disini adalah untuk melakukan penyidikan lebih lanjut kasus
keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan
yang dialami siswa-siswi SDN 1 Olok Gading Bandar Lampung seperti
yang disebutkan dalam Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang
pangan yang mengharuskan agar produsen makanan menjaga keamanan

dan mutu pangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba
melakukan penelitian dengan judul peran penyidik dalam menangani kasus

keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan.

2 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Paasca-Amandemen UUD
1945(Jakarta: Kencana, 2010), him. 28.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
a. Bagaimanakah peran penyidik indagsi dalam menangani kasus
keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi
pangan?
b. Apakah yang menjadi faktor penghambat bagi penyidik indagsi
dalam menangani kasus keracunan jajanan sekolah sehingga tidak

sampai ketahap peradilan?

2. Ruang Lingkup
Penelitian tentang upaya serta faktor penghambat bagi penyidik dalam
menangani kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi

standar sanitasi pangan studi kasus di POLDA Lampung Tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peran penyidik indagsi terhadap kasus
keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi
pangan.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi penyidik indagsi dalam
menangani kasus keracunan jajanan sekolah sehingga tidak sampai

ketahap peradilan.



2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat

teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah:

a. Secara Teoritis
Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang
Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya
tentang kejahatan kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak
memenuhi standar sanitasi pangan.

b. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas
menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam

mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan
hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan
untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan oleh peneliti.® Kerangka teoritis adalah konsep-konsep

yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (Ul Press),
Jakarta, 1990, him 46



kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan
identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh
peneliti.
a. Teori peran
Teori peran adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan dalam
hukum vyang tertuang dalam undang-undang dan diaplikasikan
dalam menegakkan keadilan.
Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga jenis peran:*

1) Peran faktual
Peran faktual merupakan peran yang dilakukan seseorang atau
lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di
lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2) Peran normatif
Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh
seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada hukum yang
berlaku didalam kehidupan masyarakat.

3) Peran ideal
Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang
atau lembaga yang berdasarkan nilai-nilai yang ideal atau yang
berkedudukan di dalam suatu sistem.

b. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,
yaitu : °

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan
hukum;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;

4 Edi Suhardono, Teori Peran, , Gramedia, Jakarta, 1994, him.32
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, (Ul Press),
Jakarta, 1990, him 46
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5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan

esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari

aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas

pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sistematis;

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah
cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan
yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum

tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki

adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan

tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi

keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik. Menurut Soerjono

Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum

tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;

2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat;

4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan Yyang

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas
pada wewenangnya.
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Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana

bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana

yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat

untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana

yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau

fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;

2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;

3. Yang kurang-ditambabh;

4. Yang macet-dilancarkan;

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari

kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan
yang baik.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan
sangat baik dan aparaat sudah sangat berwibawa.

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau
aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan

kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil

dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam

hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara

individual.
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Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa
yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang
harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut
Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,

2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggenggan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau
skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan
individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan
pengengembangannya serta kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah
yang akan diteliti.° Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau
dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial
dalam organisasi.’

b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, him. 132
" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2014)
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undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Di
dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP ditekankan kembali bahwa penyidik
adalah seorang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan seorang
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang.®

c. Industri Perdagangan dan Investigasi (INDAGSI) adalah bagian dari
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana indagsi di daerah
hukum polda.®

d. Sanitasi pangan merupakan upaya untuk menciptakan dan
mempertakankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas

dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lainnya.°

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:
l. PENDAHULUAN
Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

8 Marwan Effendy,Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum(Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama,2005),hIm. 11.

® https://ditreskrimsus.polda.net/index.php?p=profil-subditl

10 Rusdin rauf, Sanitasi Pangan dan HACCP, Graha llmu, 2016, him.2
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TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi
tentang penegakan hukum pidana, kasus keracunan jajanan sekolah
yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan di Indonesia.
METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang
menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam
pendekatan ~ masalah,  vyaitu  dalam  memperoleh  dan
mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur
pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang
telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait
dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan tentang
kajian hukum pidana tentang kasus keracunan jajanan sekolah yang
tidak memenuhi standar sanitasi pangan.

PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan
yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap

permasalahan yang dibahas.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Balai Besar POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas

mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di daerah yang ada di

Indonesia.

Fungsi utama Balai Besar POM:

a)

10.

11.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai
Besar POM menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengawasan obat dan
makanan;

Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan obat dan
makanan;

Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan selama
beredar;

Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan
instansi pemerintah pusat dan daerah;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat
dan makanan;

Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Besar
POM;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Balai Besar POM;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar POM,;
dan

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Balai Besar POM.
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b) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan
pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenubhi
standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang

ditetapkan.

c) Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan
obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan
keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta

tindakan penegakan hukum.

B. Tinjauan Undang-Undang Peran
1. Pengertian Peran
Secara etimologi peran berarti sesorang yang melakukan tindakan
yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain.
Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti
penting untuk sebagian orang. Peran berarti sesuatu yang dimainkan
atau dijalankan. Peran disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang
diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai
kedudukan atau status sosial dalam organisasi.'! Dalam bahasa inggris
peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in
undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu

usaha atau pekerjaan”.

11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2014)
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Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki
oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu
peristiwa.’?> Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau
suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu
lembaga/organisasi biasanya diaturdalam suatu ketetapan yang
merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam
yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan
(actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat

faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkah laku individu yang
memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran
menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang
memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut
Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia
terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi

tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan.

12 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), him, 86
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Maka dapat bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku

yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap

seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa

jenis, yaitu:®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan
suatu peran.

Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang
diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan
tertentu.

Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut
harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama
lain.

Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan
secara emosional.

Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorangan
dalam mejalankan peranan tertentu.

Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah
lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan
seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan
perannya.

3. Tinjauan Undang-Undang

Penyidikan adalah sebuah tindakan untuk menjalanakan peran atau

wewenang yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu kasus.

Menjalankan peran dalam menangani suatu kasus penyidik mengacu

pada Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang ditegaskan dalam Pasal 5

KUHAP.

13 Edi Suhardono, Teori Peran, , Gramedia, Jakarta, 1994, him.38
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Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah
serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur

dalam Undang-undang.

C. Pengertian Penyidik
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Di dalam
Pasal 6 Ayat (1) KUHAP ditekankan kembali bahwa penyidik adalah
seorang pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan seorang pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam wundang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1

angka 2 KUHAP).14

14 Marwan Effendy,Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum(Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama,2005),hIm. 11.
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Kewenangan Penyidik :

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP Penyidik memiliki kewajiban dan
kewenangan sebagai berikut:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana;

2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

9. mengadakan penghentian penyidikan;

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.®®

SRl

Kewenangan yang diberikan ke penyidik yang tersebut di atas, dalam hal
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan
penyidik (Pasal 7 Ayat (2) KUHAP. Selain kewajiban dan kewenangan
yang tersebut di atas, dalam setiap tugasnya seorang penyidik wajib
menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 Ayat (3) KUHAP. Dalam
pelaksanaan tindakannya, penyidik akan membuat sebuah berita acara dan
penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntun umum.
Penyerahan berkas perkara pada tahap awal penyidik hanya menyerahkan
berkas perkara saja, akan tetapi apabila pelaksanaan penyidikan dianggap
telah cukup atau selesai, maka penyidik akan menyerahkan seluruh
tanggung jawab atas seorang tersangka kepada penuntut umum (Pasal 8

KUHAP).

15 R, Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), him.359
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1
yang menyatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut
KUHAP Pasal 1 butir 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan dari
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.®
Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk :

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti
bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud
tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.’

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut

Gerson Bawengan adalah :

a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan

b. Identitas daripada sikorban

c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan

d. Waktu terjadinya kejahatan; Motif, tujuan, serta niat

e. Identitas pelaku kejahatan.

16 J.E Sehetapy, Teori Kriminologi suatu pengantar. (Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung
1992), him. 172
17 Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara pidana (Jakarta: Paradnya Paramita, 2002 ), him.18.
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Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan penyelidik adalah pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan
penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat
dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan
pemegang peranan yang paling penting dalam upaya menangani kaus
keracunan jajan sekolah. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya
sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki
peran penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa atau kaus-kasus
lainnya. Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tersebut , dapat dilihat tugas kepolisian berdasarkan Pasal 13 yaitu:®

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat
maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat

(1) huruf (a) sampai dengan (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai

18 Ruslan Renggono, Hukum Pidana Khusus(Jakarta: PT. Ba;lebat Dedikasi Prima, 2016), him.

120.
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dengan (I) dan Ayat (2). Warga masyarakat rata-rata mempunyai
pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah
yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja
menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang
berpengalaman.’® Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam
masyarakat, prilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan
manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap
sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan
dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu
dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan
telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi

tetapi sulit diberantas secara tuntas.?°

Tujuan penyidikan menurut Gerson W.Bawengan adalah untuk
mengetahui siapa yang melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-
pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk
mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan
sesuai dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Menghimpun keterangan-keterangan dimaksud biasanya mengenai:

19 SoerjonoSoekanto, Faktor-faktor yangMempengaruhiPenegakan Hukum, Jakarta: Raja
GrafindoPersada 2008) hlm.47
20 Bambang Waluyo,PidanadanPemidanaan, (Jakarta: SinarGrafika,2008) him1
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a. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan
b. Identitas si korban

c. Tempat dimana kejahatan itu dilakukan
d. Bagaimana terjadinya kejahatan.

e. Apa yang menjadi motifnya.?!

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi
dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan
penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan
oleh penyelidik.??> Dalam era globalisasi pada saat ini, masyarakat terus
menerus berkembang, di mana perkembangan tersebut melaju mengikuti
proses penyesuaian diri yang kadang mencerminkan proses yang tidak
seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma aturan
sering terjadi dikalangan masyarakat dan kejahatanpun semakin

merajalela.?,

Hukum pidana adalah  keseluruhan dari  peraturan-peraturan  yang
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak
pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap

yang melakukannya. %

21 Gerson W.Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Tekhnik Introgasi (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1977), him.11.
22 | edenmarpaung,ProsesPenangananPerkaraPidana(penyelidikan &penyidikan), (Jakarta
SinarGrafika:,2009) him.6

23 J.E Sehetapy, Teori Kriminologi suatu pengantar. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti,

1992) him. 172.
24 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, (Bandung:Armico, 1985) him. 77.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana
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a. Pelanggaran
Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman
hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana
yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke 111 KUHP.

b. Kejahatan
Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya
dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan
kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-
barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman
keputusan hakim. ?°
merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat

atau membiarkan);

2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;

4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab?®

D. Pengaturan Hukum Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman

Dasar hukum pengaturan pengamanan peredaran makanan dan minuman
yang dikonsumsi oleh masyarakat yaitu:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang

Pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

5 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) him. 60
26 Sudarto, Hukum Pidana | (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), him. 40
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Konsumen,?” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.?

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan:
“Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam
rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan
maupun tidak”.

Sanksi Pidana Untuk Pengamanan Peredaran Makanan dan
Minuman

Sanksi pidana dalam kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak
memenuhi standar sanitasi pangan diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan :

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk
diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara
pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau
kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Bagi seseorang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan makanan
yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan dapat dipidanakan.

Mengedarkan makanan yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan sama

27 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen(Depok: RajaGrafindo Persada, 2008), him.34
28 penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .

Umum.
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halnya dengan penjual jajanan sekolah yang menjual jajanan tidak
higienis di lingkungan sekolah. Penjual tersebut dapat juga terjerat pasal

berikut:

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan:

“Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,
penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak
memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah)”.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan:

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang

dengan sengaja menggunakan:

(a) bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang
ditetapkan; atau

(b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Bahan makanan yang dilarang seperti yang disebutkan pada huruf b Pasal
di atas adalah pewarna tekstil atau bahan berbahaya seperti Rhodamin B.
Seseorang juga dapat terjerat pasal tindak pidana jika mengedarkan dan

memproduksi makanan dengan bahan tambahan atau bahan yang
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dihasilkan dari rekayasa genetik yang belum bersertifikasi BPOM (Badan

Pengawas Obat dan Makanan). Pelaku dapat terjerat pasal di bawah ini:

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan:

“Setiap orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa
genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan
sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

(2) “Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan
dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau
bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum
mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penjual yang berbuat
curang dengan pembeli, salah satunya aadalah berbohong mengenai
bahan baku yang digunakan. Pelaku dapat terjerat pasal berikut:

Pasal 383 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan,

seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:
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1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk
dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan
menggunakan tipu muslihat. Agar pangan yang aman tersedia secara
memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang
mampu  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat yang
mengonsumsi  pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau
diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa
manusia. Dengan perkataan lain harus memenuhi persyaratan keamanan
pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya
melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan,
pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar
keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu
dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan,
pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan

gizi pangan?®.

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu
dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan
konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum maupun berbagai upaya
lain agar konsumen bisa mengonsumsi produk barang atau jasa,
khususnya pangan yang diinginkan secara lebih aman. Perlindungan
untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi pangan seperti

ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan insdustri

29 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , HIm. 171.
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yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif®®. Beberapa
jenis produk seperti pangan atau obat-obatan pada dasarnya bukanlah
produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung
racun yang apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya atau
bahkan memang lalai untuk tetap mengedarkan atau sengaja tidak
menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat
kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan

produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks.!

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang
diberikan negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan
dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa
perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang
utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan
masyarakat sebagai konsumen.®? Pemberlakuan sanksi pidana untuk
pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum
untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan
masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman
yang beredar di pasaran serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan hukum di bidang kesehatan, pangan dan

perlindungan konsumen.

% 1bid, him. 173.
%L 1bid, him. 174.

%2 1bid.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini

maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan
dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan
mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta
peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan Kajian
hukum pidana terhadap kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak
memenuhi standar sanitasi pangan. Pedekatan Yuridis Empiris yaitu
dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer
sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris dalam
praktik penegakan hukum pidana perkara financial technology sebagai
tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

b. Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu metode penelitian yang
bertitik tolak dari data primer /dasar, yakni data yang diperoleh
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan
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(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.* didapat
secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan
perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan

efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis data
Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder, yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di
lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang
menyangkut pokok bahasan. Penentuan narasumber dalam penelitian
diambil dari beberapa orang populasi secara penarikan sampe yang
bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
1) Bahan hukum primer, antara lain:
a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan
b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan,
mutu dan gizi pangan.
¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang

33 | Gede AB Wiranata, Metodologi Penelitian Dan Penulisan limiah Bidang Hukum, (Bandar
Lampung: Zam-Zam Design, 2018), him. 60.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19790/node/lt50ed178f595cb/pp-no-28-tahun-2004-keamanan,-mutu-dan-gizi-pangan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19790/node/lt50ed178f595cb/pp-no-28-tahun-2004-keamanan,-mutu-dan-gizi-pangan
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dikemukakan para ahli dan pertauran-peraturan pelaksana dari
Undang-Undang yang mengatur tentang pangan, serta literature
dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kajian
hukum pidana terhadap kasus keracunan jajanan sekolah yang
tidak memenuhi standar sanitasi pangan.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang memperoleh dari bahan studi
kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat
teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan
dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berkenaan dengan Kajian hukum pidana
terhadap kasus keracunan jajanan sekolah yang tidak memenuhi

standar sanitasi pangan.

C. Penentuan Narasumber
Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu
yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memehami dan
mengerti seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun
narasumber yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Penyidik Indagsi 1 Orang
2) Akademisi/Dosen Fakultas Hukum UNILA : 1 Orang

3) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan : 1 Orang

Jumlah : 3 Orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun

data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai

berikut :

a. Studi kepustakaan

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literature

yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas

sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca,

mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke

lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut.

1)

2)

Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di
lapangan terhadap objek yang diteliti terkait dengan Kajian
hukum pidana terhadap kasus keracunan jajanan sekolah yang
tidak memenuhi standar sanitasi pangan.

Wawancara/Interview

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada
informan yang dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten

yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi
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yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam

penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut:

a. ldentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk
disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan
peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul
permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu indentifikasi data yang selanjutnya
diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang
benar-benar objektif.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang
telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti

dalam menginterprestasikan data.

E. Analisis Data
Analisis data pada penelitan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan data
yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa
secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.analisis
data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari

sebagai sesuatu yang utuh. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan
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sebagai suatu penjelasan dan penginterprestasian secara logis, sistematis.
Logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif-induktif, dan
mengikuti tata tertib. Dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.
Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara induktif,
yaitu proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat
khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum yang merupakan jawaban

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan

diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran penyidik indagsi dalam menangani kasus keracunan jajanan
sekolah yang tidak memenuhi standar sanitasi pangan:

a. Dalam kasus keracunan jajanan sekolah langkah-langkah kepolisian
dalam menangani kasus tersebut lebih banyak hanya sampai di tahap
pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli. Selanjutnya memutuskan
untuk menghentikan penyidikan dikarenakan kedua belah pihak
(pelaku dan keluarga korban) sama-sama memilih jalan damai atau
(restorative justice) tetapi tetap menekankan keadilan untuk pihak
yang dirugikan. Anju Sappetua juga menambahkan jika kasus
keracunan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang dan
hanya mengalami cidera ringan maka dapat menembus jalan damai
korban. Namun, jika kasus keracunan tersebut telah menelan nyawa
maka akan diusut hingga tuntas dalam peradilan.

b. Berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) dalam mengedukasi masyarakat dan menyelidiki
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makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya merupakan
peran penyidik polri dalam menangani ataupun mencegah terjadinya

lagi kasus keracunan jajanan sekolah.

Faktor Penghambat bagi Penyidik Indagsi dalam Menangani Kasus
Keracunan Jajanan Sekolah Sehingga Tidak Sampai Ketahap Peradilan
sebagai berikut:

a. Ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor yang paling
menghambat bagi penyidik indagsi dalam menangani kasus
keracunan jajanan sekolah adalah faktor sarana dan fasilitas,
masyarakat serta kebudayaan.

b. Belum adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk menangani
kasus keracunan jajanan seperti laboratorium khusus polda yang
menjadikan penyidikan kasus tersebut menjadi lebih lama
dikarenakan harus menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium
pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Tidak
adanya rasa percaya terhadap kepolisian dari masyarakat menjadi
faktor penghambat penanganan kasus tersebut sehingga tidak sampai
ketahap peradilan. Serta kebiasaan yang sudah menjadi budaya dalam
masyarakat yaitu perilaku jajan sembarangan yang akan memicu

terjadinya keracunan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran

sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kegiatan mengedukasi kantin-kantin sekolah mulai dari
kepala sekolah hingga pengelola kantin agar memilih dan menjual
makanan yang aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan
berbahaya. Mengedukasi bahwa makan yang aman tidak boleh
mengandung bahan. Murid-murid harus juga diberikan edukasi sebagai
timbal balik, bukan hanya pedagang yang mereka berikan edukasi untuk
tidak lagi menjual makanan yang tidak higienis dan mengandung bahan
berbahaya tetapi juga pembeli para siswa/siswi harus diberikan edukasi
agar lebih selektif dalam memilih jajanan.

Selain sarana dan fasilitas yang harus memadai dalam menangani kasus
keracunan jajanan sekolah sehinnga mempercepat penyidikan.
Memberikan edukasi, rasa percaya terhadap kepolisian kepada
masyarakat serta merubah kebiasan yang akan mengakibatkan keracunan
jajanan seperti jajan sembarangan menjadi hal yang paling utama dalam

keberhasilan menangani kasus keracunan jajanan sekolah.
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